BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 103 TAHUN 2017

| TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA |
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN SUMBAWA

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang :@: & bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengena
| kebijakan akuntanm Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawse
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubaban atas Peraturar
Bupati Sumbawa Nomor 3 1 Tahun 2014 tentang Kebijakar
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
‘Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukar
Daerah-daerah Tingkat II dalam  Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timu:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhiz
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarz
Republik Indonesia Nomor 5679); |

Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
M Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
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/ 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem




—
L. &

10.

11.

12.

A,

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemenntahan Berba81s Akrual
Tahun 2013 Nomor 1425),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1752);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
922);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
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Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 625);

14. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor J31)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita
Daerah Kabupaten Sumbawa Tatiun 2015 Normor 61}.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA,

Pasal |

Ketentuan Lampiran IIl dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015
Nomor 61) diubah, sehingga Lampiran III selengkapnya menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati '

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 Desewber 2017

£ BUPATI SUMBAWA A
" k M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 Detewmber 207

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

RA I

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR



